ABSTRAK PERATURAN

DANA INSENTIF DAERAH — PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN TAHUN 2022 —
PENGGUNAAN — SISA — DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN 2021 —
DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

PERMENKEU RINOMOR 140/PMK.07/2022 TANGGAL 15 SEPTEMBER 2022 (BN TAHUN 2022

NO. 949)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DANA INSENTIF
DAERAH UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN PADA TAHUN 2022
DAN PENGGUNAAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020, SISA
DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020, DAN SISA DANA
INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK

. - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 104

Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
104 Tahun 2021, dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (6) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022,
dalam rangka mendukung penanganan pandemi corona virus disease 2019
(Covid-19) dan dampaknya, sisa dana insentif daerah Tahun Anggaran 2020,
sisa dana insentif daerah tambahan Tahun Anggaran 2020 dan sisa dana insentif
daerah Tahun Anggaran 2021 perlu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No0.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008
No0.166, TLN N0.4916), UU No. 6 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 245, TLN No.
6735), PP No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No0.98), Perpres No. 104 Tahun
2021 (LN Tahun 2021 No0.260) sebagaimana diubah dg Perpres N0.98 Tahun
2022 (LN Tahun 2022 No.142), Permenkeu No0.17/PMK.07/2021 (BN Tahun
2021 No0.149) sebagaimana beberapa kali diubah dg Permenkeu
No0.118/PMK.07/2022 (BN Tahun 2022 No0.691), Permenkeu No.
118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031), Permenkeu No.
160/PMK.07/2021 (BN Tahun 2021 No. 1282).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengalokasian DID Kinerja Tahun berjalan periode pertama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan kinerja daerah,
kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan
kategori: a. penggunaan PDN; b. percepatan belanja daerah; c. percepatan
pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); d. dukungan



belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting;
dan; e. penurunan inflasi daerah. Percepatan pemulihan ekonomi di daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi: a. perlindungan social,
seperti bantuan social; b. dukungan dunia usaha terutama usaha mikro, kecil,
dan menengah; dan/atau; c. upaya penurunan tingkat inflasi. DID kinerja tahun
berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk
mendanai: a. gaji, tambahan penghasilan, dan honorarium; dan b. perjalanan
dinas. Penyaluran DID kinerja tahun berjalan periode pertama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan sekaligus paling cepat bulan
September 2022.
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